
BUPATI MUSI RAWAS
PERATI,'RAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 3. TAHUN 2OI9

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

BI,PATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan

kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama

antata laki-lat i dan perempuan dalam mempcrolch

kesempatan atau peluang diperlukan strategi yang

efektif daln'n mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender dalam kchidupan berkeluarga, bennasyarakat,

berbergsa dan bernegara;

bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap p€rempuan dimaksudkan untuk

mewujudkan keectaraan gender disemua bidang

kehidupan;

bahwa berdasarlcn pertimbangan sebagaimana

dimakeud dalam huruf a dan huruf b perlu

mcnetapkan Peratul€n Daerah tentanS

Pengarusutamasn Geader.

: 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentana

Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapr{a di

Sumatcra Sclatan (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l.mbaran Ne8ara Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntarg

Pemerintahan Daerah (I-mbaran Negrara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesis Nomor 5587),

sebagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Peruba.Lan IGdua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAISIjN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BI,,PATI MUSI RAWAS

MEMUruSKAN:

Menetapkan : PERAruRAN DAERAH TEIIITANG PENGARUSTITAMAAN

GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasaf I

Drle'rr Feraturan Dasrah ini yang dimaksud dcngan:

l. Daerah adalah l(abupaten Musi Rawas.

2. Pemerinteh Deerah adalah pcnyelengaraan urusan

pemerintahan oleh pcmerintah daerah dan Dewan

Perwakifan Rakyat Dacrah menurut azas otonomi dan

dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik

Indonesia scbagaimana dirn.ksud dalam Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-

PATAF IiCCRD]IA3I
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3. Pemerintah lGbupaten adalah Bupati sebagai

unsur perSrelengara Pemcrintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

4. Bupa.ti adalqh Bupati Musi Rawas.

5. Perangkat Daerah yang s€lsnjutnJra disingkat PD

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah delcrn Pcn)rclenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kevenangan

Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disinglat RPJMD adalsh dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima )

tghun-

7. Rencana Strat€gis PeranSkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5

flima ) tahun.

8. Rencana Kerja Ferangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

Irrencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagBi

Perangkat Daerah Kabupaten.

10. Pengarusutamaaan Gcnder yang selanjutnya disebut

PUG adalah strategi yans dibangun untuk

menginbgrasikan gender menjadi satu dimensi integral

dari trrrencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

Irmsntauan dan evaluasi atas kehijakan, program,

dan kegiatan peEbongunan.

11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan

peran, fungsi dan tanggung jawab traki-laki dan

per€Epuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah

oleh keadasn sosial dan budaya masyarakaL

a



t2. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-

laLi dan perempuan untuk memperoleh kesempatan

dan hak-halmya sebagai rranusia agar mzrmpu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan darr keamanan,

dan kesamaan dalam menikrnati hasil pembangrDan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi

adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Analisis Gender adalah proses analisis data gender

secara sistematis tentalg kondisi laki-laki dan

perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat

al<ses, partisipasi, kontorl dan perolehan manfaat

dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan

akar permasalahan terjadinya ketimpangan

kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara

lakilaki dan perempuan.

Perencanaan Responsif Gender adalah peroncanaan

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang

dilakukan mela-lui pengintegrasian pengalaman,

aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian

permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif gender yang selanjutnya disingkat

ARG adalah anggaran yang respon Grhadap

kebutuhan perempuan dart lakiJaki yang tujuannya

untuk me*rrjudkan kesetaraan dan keadilan gender.

cender Budget Statement yang selanjutnya disingkat

GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu

out put kegiatan telah responsif gender terhadap isu

gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah

dialokasikan pada out put kegiatan untuk menangani

permasalahan kesenjangan gender.

18. Focal Point PUG adalah aparatur perangkat daerah

yang mempunyai kemempuan untuk mel,akukan

Pengaruautamaan gender di Unit Kerjanya masing-

masing.

13.

t4.

15.

16.

17.
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19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja

PUG adalah wadah konsultasi begi Pelaksana dan

penggerak Pengarusutanaan Gender dari berbagai

instsnsi lembaga di daerah.

Pasal 2

PUG rlirnil€udkan untuk mcmbcrikan landasan hukum

dan pcdoman kePada Pemerintah lGbupatcn dalam

penyelengBaraan pemerintahan, pembangunan' dan

pelayanan Easyara*at yang berspcktif gender.

Pasal 3

Pclaksanaan zuG di dacrah bcrhrjuan:

a. memberikan acuan bagi aParatur Pemerintah

Kabupaten dalam menSmsun strategi pcngintegrasian

gender yang dilalarkan melalui Perencanaan,

pelaksanaan, penggnggaran, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di Daerah;

b. mewujudkan perencanaan berspelrtif gender melalui

pcngintegrasian pengslaman, aspirasi, kebutuhan,

potensi dan penyclesaian permaslajhan lakilelti dan

Perempuan;

c. mewujudkan kescteraan dan keadilan gender daLam

kehidupan bcrkeluarga, bernssyarakat, berbangsa dan

bernegara;

d. mewujudkan pengelolaan anggafin daerah yang

responeif gender;

e. meningkatkan kesetaraan dan keadilsn dalam

kedudukan, peranan, dan tangungiawab laE-lqki dan

percmpuan sebagai insan dan sumbcrdaya

pembangunan;

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaSa yang

menangani pemberdayaan perempuan; dan

a
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mswujudkan kesetaraan gender dan keadilan ge[der

dafam bidarg pcndidikan, pottik, hukum, sosial,

pemerintahan dan ekonomi.

Palal 4

Ruang lingkup ruG meliputi:

a. lrr€ncanaan dan pelaksanaan;

b. pcmbcrda5raan;

c. pclaporan, Fmantauan, dan cvaluasi;

d. partisipasimasyarakat;

e. pendanaan; dan

f. panbinaan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PEI,AKSANAAN

Baaian Kesatu

Perencanasn

Pa.sal 5

(1) Dala- pcrcncanaan FUG scbagainana dimal3qd

dalam Pasal 4 huruf a, Pemcrintah l(abupeten melalui

PD yang membidangi urusan perencanaan

pembangunan daerah wajib mengkoordinasikan

penlrusunan kebjakan, Program dan kegiatan

pembangunsn responsif gender yang dituangkan delarn

RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan

melalui Analisis Gender-

(2) Dal",. melakukan analisi gender Eebagaimana

dirncltsud pada ayat (1), dapat menggunakan metode

alur kcrja Analisis Gender atau metode analisie lain.

(3) Analisis Gender terhadap Renja PD dan anggaran PD

Bebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

masing-masina PD.

a



(4)

(s)

Pelaksanaan Analisis Gender terhadaP RPJMD,

Renstra PD, Renja PD sebagaimana dimaksud pada

ayat (U, dapat bekerja sama dengan lembaga

perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki

kapabilitas di bidangnya.

Hasil analisis gender scbagaimana dimaksud pada ayat

(3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi

dasar PD yang membidangi PUG dalam menyusun

kerangka acuan kegiatan dan meruPakan bagian yang

tak rcrpisahkan dcngan dokumen Rencana Kerja

Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD.

Bagian Kcdua

Pelakssnaan

Pasal 6

Bupati bertanggungiawab ataa pelaksanaan PUG di

daerah, dan depat dili"np'ahLr"r kepada Wakil Bupati.

Dalam hal pelakssnaan PUG di daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapksn PD yang

membidangi PUG sebagai koordinator pelaksanaan

PUG di daerah yang meliputi kccamatan,

kelurahan/desa.

Pasaf 7

(1) Dalam hal upaya percepatan pelcEbagaan PUG

dibentuk Pokja PUG Daerah.

(2) Arrggota Po\ia adalah seluruh Kepala PD, Atademisi,

L€mbagB Sosial Masyarakat, dan Dunia Usaha.

(3) Kepala PD yang membidangi urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai ketua Pokia PUG dan

I(eFh PD yang memtridangi tugas pemberdayaan

perempuan scbagai l(epala Sekrctariat Poba PtG

Daerah.

(4) Pcmbentukan Pokia PUG daerah Bebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan lGputusan

o

(1)

(21

Bupati.
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Pasa1 8

(f) Folia PUG dacrah scbagimana dimakaud dalam Pasal 7

mempr.rnyai tugas:

a. mempromoaikan dan memfasilitasi PUG kepada

masing-masing PD;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG

kepada Camat, dan Kepala Desa;

c. menyususn program kcrja po$a PUG setiap tahun;

d, mendorong tervujudnya perencanaan dan

Pengangg$an yang Responsif Gcnder;

e. menlrualm rencana kerja Fo\!a PUG sctiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada BuPati melalui W,Lil

Bupati;

g. merumuskan rekomendasi kebiiakan lrcpada

Bupati;

h. menyusun profrl gender Daerah;

i. mclaku.kan pemantauan pelaksanaan PUG di

masing-masing PD;

j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUGi dan

k. mendorong dilaksanaLannya peEilihan dan

penetapan Focal Foint dimasing-masing PD.

(2) Rcncana Aksi Daerah PUG sebaggimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k, memuat:

a. ruG dalam peraturan perundang-rmdangan di

daerah;

s. p[JQ delern siklus pcmbangunan didaerah;

c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan

d. penguatan pcran scrta masyaral(at dan dunia

usaha di daerah.

Pasal 9

Po\ia PUG Daerah rcboAimana dirnrtgud dat m Pacal 7

mempunyai fungsi:

a
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b.

menkoordinasilGn pengsmbongBn ide dan Pcmikiran

Feal fuint pada proscs pengembalian kePutusan,

prosea perencanaan kebijakan, dan program scrta isu

gender yang berkembang dilingkungannya; dan

wadah komrmikasi penyelenggaraan PertemuEn

dengan pengambil keputusan di PD.

Pasal 10

(1) PcnetaFn For'rl pot* PUO scbaginana dirnrkrud

dclnrn Pasal 8 huruf I pada sctiap PD trrdiri dari

pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas

lrrcncanaan dan/ atau program.

(21 Fo€,.I Foin PUG sebagimana dimaksud Peda ayat (1)'

dipilih dan ditetapkan oleh lGpala PD.

Pasal 1 1

F@l tuirrt PUG pada ctiap PD scbagimana dimaksud

.{rl,tn PaEal 10, bcrtugas :

a. mempmmosikan PUG pada unit kerja;

b. mqrfaeilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang

berperspcktif gender; dan

c. melaksanakan pelatihan, soailisasi, advokasi PUG

kepada seluruh pejabat den staf di lingkungan PD.

Pasd 12

Forr.I tuint PUG pada s€tiap PD scbaAimana di"Yreksud

delam Pasal l0 berfungBi:

s, membcrikan earan bcrdaerkan p€rspekif

gender dalam semua aspck pekcrjaan dcngan

mengunakan sumberdaya sendiri atsu di luar

kcahlian;

b. meryakili PD dalarn lokakrya dan acara-acara PlrG

tcntang informasi PUG;

o



d.

c. membantu dalarn pcrtlrusunsn kajian dan prescntaai

oleh kefira, Sckrttaris, dan lembaga lain yang

membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya

sendiri atau diluar kcahlian;

menghaairi acara penting yang rctrevan dengan gender

dan wilayah substantif yang dicakup untuk

menyebarkan informasi t ntang kemajuan yang dibuat

di PD sccara rcleYan.

BAB trI

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

(1) PD Eclaksanakan ruG untuk melakukan

pembcrdayaan p€rempuan.

(21 Fembcdayaan pcrcmpuan sebagaimana dimaketd

pada ayat (1) meliputi:

a- kualitas hidup percmpuan;

b. perlindungmperempuan;

c. kr:alitas keluarga; dan

d. 8istem data gender.

Pasal 14

Kualitas hidup pcrcmpuan scbesBimana dirneksud dalam

Pasal 13 ayat (21 huruf a, mcliputi:

a- pclembagEan PUG pada lcmbaga Fcdrerintah

Kabupaten;

b. pcmbcrdayaan per€Bpuan, dalao bi&ng pcndidikan'

politik, hukum, sosial, pcmerintahan dan ekonomi;

da,l

c. pcnguatan dan pcngcmbsngan lcmbaga pcnyedis

layanan pembcrdayaan per€mpuan.

o
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Pesal 15

Kualitas hidup percmpuan sebagiman8 dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :

a- pencegahan kekcrasan tcrhadap pcr€mPuan yang

mclibatkan pam pihak;

b. penyediaan layanan bagi pcrcmpuan korban kelrerasan

Srang memerlukan kmrdinasl dan

c. penguatan dgn pengenbangan lembasa Pcnycdia

layanan pembcrdayaan PeremPuan.

Pasal 16

Bcntuk kekerasa[ tcrhadap pcr€rmpuan sebogaiDana

,ti"nrksud dalan paial 1s huruf a, antara lain :

a. kckcrasan isik;
b. kekerasan peikis;

c. kek€faran seksuat dan / atau

d. kekeramn lainnya.

Pasal 17

IGkerasan fsik sebagaimara ,lirrtrtsrid dalas Pasal 16

huruf a, mcrrrpakan perbuatan yang meagakibatkan, rasa

sakit dhertai cidcra, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya

kandmgan, pinsan dan/atau menyebab&an kcmatisn.

Pasal 18

Kekerasan paikis scbageimana dimaksud dalam Pasd f6
huruf b, merupe.kan pcrbuetan yang mcngakibat}an

ketakut n, rasa percal/a diri, kema:opuan

bertindak, rasa tidak bcrdaya dan / atau pcndcrtitaan

psfis.

a
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Pasal 19

Kekerasan seksual scbagimana dimaksud dala$ Pasal 16

huruf c, meliputi:

a. perbuatan yang bemPa pelecehan scksual;

b. pemakEaan hubungan seksusl;

c. penaksaan hubungan seksual dengan tidak n'ajar atau

tidak disukai; dan/atau

at. pemsksaan hubungan sekBual dcn88n orang lain

untuk tujr.un komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 20

Kekerasan lainnya sebagimana dirncksud anls"rl Pasal 16

huruf d, merupakan ancallan kekerasan meliputi sctiap

perbuatan secara mcl,awan hukun berupa ucapan, tulisan,

gambar, simbol, atau tanPa menggunakan sarana yang

meninbulkan rasa tskut atau m€ngekang kebebasan hakiki

aea€oran8.

Pasal 21

Kustitas keluarga scbagimana dirneks;ud delern Pasal 13

ayat (2) hunrf c, melipud :

a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

kcsctaraan gender (KG)' dan hak anak;

b. pengembaagan lembega Penyedia layanan Peningkatan

kualitas keluargB dalam mewujudkan Kesetaraan

Gender; dan

c. penyediaan layanan bagi keluarga dqla'n mewujudlen

IGsctaraan Gender, dan hak anelc

a
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(t)

t2l

(3)

(4)

o

Pasal 22

Si8tem data gender sebagaimana dirnplcud datsm Pasal f3

ayat (21 huruf d, diperlukan untuk melakukan

pengumpulan, PenSolehan, analisie dan pcnyajian data

gender dan anak dalam kclembagaan data.

BAB IV

PEI.APORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

Focat Fourt PUG pada sctiap m sebagaimana dimaksud

dalam Pesal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan

PUG kepada Fo\ia PUG.

Fokja PUG menyampa.ikan laporan pelaksanaan PUG

kepada Bupati.

Bupati menyampaikan laporan pclaksanaan PUG di

daerah kcpada Gubcrnur secara berkala sctiap 6

(enam) bulBn.

Ket€ntuan lebih lanjut mcngenai Bekanisee Pelaporan

scbagairnana dimakeud pada ayat (1) dan (2) diatur

denggn Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Materi taporan pelaksanaan ruG seboSimana

dimaksud dalam Pasal 23 mcliPuti:

a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

c. sasaran kegiratan;

d. penggunaan anggeran yang bcsumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Anggeran PendaPatan dan Belanja Daerah Provinsi,

dan anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah'

atau sumber lain yang sah dan tidak mmgikaq

e. pcrmasalahan yang dihadaPi; dan

ra."rri. isse..ff;i[;;l
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f. upaya yang telrh diLakukan.

(2) Laporan s€baAimana dirnakeud pada ayat (f) menjadi

ba}tarr Pementauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di

daerah.

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pemantausn dan evaluasi

petraksanaan PUG di daerah.

(2) knantauan dan evaluasi pelskanaan PUG di dacrah

scbagimana dirnsksud pada ayat (fl dilakukan pada

setiap PD dan secara berjenjang antar auaunan

pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya

penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(3) PD yang membidangi urusan per€ncanaan

pembangunan daerah melakukan evaluasi secara

malfio terhadap pelaksarasn ruG di dareah

Masarkan RPJMD dan Renja PD.

(a) PelakEanaan waluasi sebagimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) daPat dilakukan melalui kerjasama

dengan perguruan tinggl, pusat studi wanita, atau

lembaga srradaya masYarakat.

(5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di dacrah scbegimana

dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan

masuk$r dalam penyusunan kebijakan, program, dan

kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PARNSIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atsu

lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalsm berbagai

kegiatan PUG di daerah, dan diloordinasikan oleh PD yaflg

membidanai PUG.

PAMF hoolllr:fl ,si
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BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 27

Bupati mclalui PD tc*ait EclakukaD tcrhadap

pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :

& penetapal teknis pelaksana€n PUG skela

daemh, kecamatan, dan desa;

b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pel,atihan,

konsrdtasi, advol<asi dan koordinasi;

c, Fmantauan dan evaluasi pclaksanaan PUG di desa

dan pada PD;

d. fninSkatsn kapasitas Foaal .Foinr, Pokja PUG, lembaga

pendukung PUG, dan

e. strat€gi pencapaian kinerja.

BABVII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan kcgiatan mang lingkup Pt G di

daerah dapat benumber dari :

a. anggiaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. a.nggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah; dan/atau

d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABVIII

SANKSI

Pasal 29

I(cpala PD Srang mclanggar kctcntuan Paaal 8 alat (1)

diberikan sanksi administratif oleh Bupati.

Senksi edministrasi BebagBimana dimaksud dalam

ayat (1) berupa:

a. tegura[ lisan; dan

b. t€guran tertuli8.

(1)

l2l
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BAB D(

KETENTUAN PENUTUP
pasal SO

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
diundangkan.

AgEr setiap orang mengetahuinya,
pengundangan peraturan Daerah

Pen€Opatan xya r{rlFrn l.mbsr.a r Daerah
Rawas.

peda tanggal

memerintahkan

ini dengal
Kabupaten Musi

a
Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal .{ t$t/a$6 .nO

RAWAS,

UNA1VAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 3 Nwrttbs blg
SEKREIARIS DAEM}I
I(ABUPATEN MUSI RAI[/AS,

PRISI(ODESI

L,EMBARAN DAERAH KABUPAfEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RIITVAS PROVINSI
SUMATERA SET,ATAN (9_t4O / 20191.
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BAB D(

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Peraturan Daerah ini mul,ai berlaku
diundangkan.

Agar sctiap

pengundangan

I,enempatannya
Rapas.

orang mengetahuinya,

Perafuraa Daerah
dalam Lembaran Daerah

pada t&ngel

memerintahkan

irri dengan

Kabupaten Mu$i

DitetapLaa di Muaia Bcliti
pada tanSgal 1, nq,&fu XteO

a

RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti
pada tansgal .!l flouzn4ber )olg
SEKRETARIS DAERAII

KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

I,EMBARAN DAERAH KABUPA@N MUSI RA-WAS TAIIUN 2OT9 NOMOR .9.

NOREG PERATUMN DAERAH IqBUPATEN MUSI RIIU/AS PROVINSI
SUMATERA SETATAN l9_t41 l2}tsl.
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